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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana bagi para pelaku 

kekerasan terhadap anak di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Jenis penelitian dalam 

penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian 

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada 

studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan 

hukum yang ada dan berlaku. 

Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP 

terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak 

dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, 

maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: 

1). Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan 

pengakuan anak palsu (Pasal 278); 2). Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan 

Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Penerapan 

pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam UU 

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 

2002. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara 

khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh 

puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka 

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut 

orang tuanya. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak 

anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat 

(1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan 

orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). diskriminasi;2). 

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). penelantaran; 4). kekejaman, kekerasan, 

dan penganiayaan; 5). ketidakadilan; 6). perlakuan salah lainnya. Dalam UU 

Perlindungan Anak juga diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang 

melakukan tindak kekerasan terhadap anak.  
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak 

kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk 

tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya 

seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga 

agar jiwanya tidak terganggu.hal ini terjadi karena  Banyak orangtua menganggap 

kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah 

bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling 

bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan 

kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah 

tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga 

dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja 

maupun tidak sengaja  yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa 

serangan fisik maupun mental.
1
 

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat didefenisikan seperti 

perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua 

diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. 

Namun demikian child abuse sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau 

penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, 

misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian makanan yang 

tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan 

dan kesehatan (educational and medical neglect) dan kekerasankekerasan yang berkaitan 

dengan medis (medical abuse).
2
  

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan 

potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan 

sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.
3
 Untuk menanggulangi 

kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik 

kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu 

dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.
4
 

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau 

ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum 

pidana Positif Indonesia diatur dalam:
5 Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) 

KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: 

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana 
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denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan 

melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang 

dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya 

atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari 

masa percobaan itu.” 

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia 

(ham) yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat 

termasuk masyarakat internasional.  Hal ini disebabkan, persoalan kekerasan terhadap 

anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah 

diterbitkan di negeri ini dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk 

kekerasan, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung 

meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum 

tersosialisasikan secara merata, atau ada kemungkinan masyarakat belum memahami 

pengertian dari kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak 

dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal. 

Ada kelompok masyarakat tertentu yang memandang kekerasan yang terjadi di 

dalam rumah tangganya (khusunya terhadap anak) tidak termasuk dalam tindak kekerasan 

yang perlu diberi sanksi hukum karena pelaku dan korban terikat dalam lingkup keluarga. 

Disebabkan hal tersebut, persoalan ini sering dianggap sebagai persoalan 

keluarga/privacy yang tidak dapat dicampuri pihak luar.Namun, disisi lain persoalan 

kekerasan termasuk dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat 

menyengsarakan korban, maka persoalan ini patut dianggap pelanggaran yang harus 

mendapat sanksi hukum dan dapat diancam hukuman pidana. 

Pada intinya kekerasan terhadap anak bermuara pada tindakan 

seseorang/kelompok orang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psiklogis, penelantaran anak dan rumah tangga, termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara 

melawan hukum. Dengan demikian,dapat dipahami bahwa tindak kekerasan akan 

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap orang/anak yang menjadi korban. 

Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana 

atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban 

akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan  oran /kelompok 

orang/lembaga/negara. 

 

PEMBAHASAN 

Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih 

mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara 

mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana 

pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau 

pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat 



imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat.  

Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan 

perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat 

dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan 

ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit ruang gerak korban sendiri.  

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu 

sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hakhak anak harus 

dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum 

yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.
6
 Upaya Pemerintah dalam 

melindungi anak telah cukup baik yaitu dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun bentuk perlindungan yang 

diharapkan belum dapat diberikan secara maksimal.  

Sosialisasi tentang keberadaan perundang-undangan yang menyangkut 

perlindungan anak belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat meskipun 

telah ada juga lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan LPA (Lembaga 

Perlindungan Anak). Hal ini menyebabkan masyarakat kurang paham tentang isi dari 

undangundang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut, sehingga masyarakat 

takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Sejauh ini 

perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak lebih berfokus pada suatu tindak 

pidana yang pelakunya anak, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, 

penggangkatan anak, anak terlantar dan anak nakal. Sedangkan perlindungan yang 

membahas mengenai anak sebagai saksi belum banyak dilakukan. 

UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak 

khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 UU Perlindungan 

Anak memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus 

dimaksudkan untuk melindungi anak dalam situasi darurat, anak yang berdapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terekploitasi secara ekonomi dan.atau seksual, 

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropoka dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan 

perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan 

anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan 

anak, anak korban kekerasan, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dilakukan 

melalui berbagai upaya seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengawasan, 

perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, baik dilakukan oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama 

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
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pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
7
 Hal ini sesuai dengan Pasal 

13 ayat (1)  

Kekerasan juga dapat berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual 

(Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian 

sanksi; dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak 

secara ekonomi dan/atau seksual. Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan 

tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan 

yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara 

langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak 

memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.  

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum 

menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, 

sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang 

berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan. Pasal 13 ayat 

(1) Undang-Undang Perlindungan Anak “UU Perlindungan Anak yang menyatakan 

bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 

1. diskriminasi; 

2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

3. penelantaran; 

4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

5. ketidakadilan; dan 

6. perlakuan salah lainnya. 

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa usaha perlindungan anak dalam arti 

mengusahakan kesejaherataan anak selain merupakan seruan dan dambaan masyarakat 

internasional, juga merupakan komitmen nasional untuk melindungi anak dari berbagai 

masalah yang mereka hadapi. 

 

KESIMPULAN 

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang 

sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak 

pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu 

manusia ( natuurlijke personen). Perbutan orang tersebut adalah titik penghubung dan 

dasar untuk  pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang 

tersebut telah melakukan perbuatn yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang 

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt). Penerapan 

tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk 

kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan 
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objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang 

mengaturnya adalah: 1). Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, 

yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); 2). Bab XV tentang Kejahatan 

Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 

KUHP. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur 

dalam Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. 

Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus 

telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh 

puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka 

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut 

orang tuanya.  

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas-tunas 

bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa, maka selayaknya anak perlu 

mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 

fisik ,mental, maupun spiritual. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangwenangan 

dari siapapun atau dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya 

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan hak-haknya seperti yang ditentukan dalam Pasal 28 B ayat ( 2 ) 

Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam 

rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum 

tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur 

tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan 

pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan 

Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang 

Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga 

terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 

wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). diskriminasi;2). eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual; 3). penelantaran; 4). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). 

ketidakadilan; 6). perlakuan salah lainnya.. Undang-Undang Perlindungan Anak juga 

mengatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak 

kekerasan terhadap anak dan ini diatur dalam Pasal 80 dan 90. 
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